BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINS| SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

.Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Utara,
perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati

Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang , Peraturan

‘ Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor
18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
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10.

11.

12.

Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
63 Tahun 2009);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun
2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 18
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal |

Merubah ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (13B) Peraturan Bupati Tapanuli Utara
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor
19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara
Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga Pasal
21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

‘ Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, terdiri atas :
(1) Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Camat setempat;
(2) Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berisi :

a.

b.

(oM o]

fon il

i

pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
. pernyataan tidak sedang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;

. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan dibuktikan dengan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tapanuli Utara;

. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa,;
. pernyataan bersedia menanggung biaya pemilihan ulang;
. pernyataan bersedia membayar denda apabila mengundurkan diri atas

permintaan sendiri setelah tahapan berlangsung selain karena alasan sakit
permanen yang dibuktikan surat dari instansi terkait dan meninggal dunia.
pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila
terpilih menjadi Kepala Desa.

(3) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;



. (4) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak
pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum
tetap;

(5) Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa tidak
pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

(6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort
Tapanuli Utara bagi Calon Kepala Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk
(KTP) asal kabupaten Tapanuli Utara dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) asli dari Kepolisian Resort sesuai asal Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi
Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari luar Kabupaten Tapanuli Utara;

(7) Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Rumah Sakit
Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

(8) Dihapus;

(9) Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

(10)Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang
berwenang;

(11)Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

(12)Foto copy Akte Perkawinan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

(13)Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;

. (13A)Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih aktif,
wajib melampirkan Surat Keterangan Bebas Tuntutan Ganti Rugi yang
dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

(13B)Bagi Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih aktif,
wajib melampirkan Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum tahun pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

(13C)Setiap Bakal Calon Kepala Desa wajib melampirkan laporan harta kekayaan
pribadi secara tertulis dengan format yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara.

(14)Foto copy ijazah terakhir dan semua ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk Perguruan Tinggi dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

‘ b. untuk SD, MI, SLTP, dan SLTA Negeri dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

c. untuk SD, MI, SLTP, dan SLTA Swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan
Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama diwilayah
sekolah tersebut berada;

d.untuk Ujian Persamaan dan Kejar Paket dilegalisir oleh Kepala Dinas
Pendidikan;

e. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan foto copy
ijazah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota atau Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah
berdiri;

f. apabila ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau
hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan foto copy surat keterangan
pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh
Kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;



g. apabila ijazah karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau
hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak
beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain
dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan foto copy surat
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang
dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah
dimaksud pernah berdiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 29-09 -202

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal  29-09- 202
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR Q

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

-
L

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata (III/c)
NIP. 19870704 201101 1 008



